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Jakarta, 16 Agustus 2018 

No : 08006/SK-MKS/VIII/18 

Kepada Yth. 

Ketua Yayasan Setia Hati Terate 

Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate 

Jl. Merak No. 10 Nambangan Kidul 

Kota Madiun 

Perihal :Management Letter Hasil Audit Khusus atas Laporan Arus Kas Pengelolaan Dana 

Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017. 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penugasan yang kami terima untuk melaksanakan audit atas Laporan Arus 

Kas pengelolaan dana Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 sampai dengan              

31 Desember 2017, sebagaimana Surat Perjanjian No. 02030/SK/II/18 dan No. SPK : 01/SPK-

YSHY/III/18 bersama ini kami sampaikan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian. 

1. Laporan Keuangan 

 

Kondisi: 

 

Pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate belum menyusun laporan keuangan 

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan 

pasal 48; 49 dan 50. 

 

Kriteria: 

 

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Bab VII (Laporan Tahunan) pasal 48 

menyebutkan bahwa: 

 

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi 

keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha Yayasan. 

 

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat 

dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data 

pendukung administrasi keuangan. 
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Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Bab VII (Laporan Tahunan), pasal 49 

menyebutkan bahwa: 

 

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun 

buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis 

yang memuat sekurang-kurangnya: 

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil 

yang telah dicapai; 

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. 

 

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak 

dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan 

tahunan. 

 

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Bab VII (Laporan Tahunan), pasal 50 

menyebutkan bahwa: 

 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan 

Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

 

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani 

laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus 

menyebutkan alasannya secara tertulis. 

 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina. 

Setiap pengurus Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku serta pengurus wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh 

pengawas. 

Sebab: 

Hal ini disebabkan pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate tidak menjalankan 

ketentuan Undang-undang Yayasan serta ketentuan yang berlaku pada Yayasan 

Setia Hati Terate yaitu tentang tugas dan wewenang pengurus.  

Akibat: 

Yayasan Setia Hati Terate tidak mempunyai  laporan pelaksanaan kegiatan Yayasan 

sehingga pelaksanaan tata kelola Yayasan Setia Hati Terate t i d a k  berjalan dengan 

optimal, tidak transparansi, dan tidak akuntabel. 
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Rekomendasi: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate meminta laporan pertanggung jawaban kepada 

pengurus lama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan pasal 48, 49 dan 50, sebagaimana diuraikan dalam bab kriteria di 

atas. 

Tanggapan Manajemen: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate akan menindaklanjuti hasil temuan dan 

rekomendasi tersebut, karena : 

1. Sesuai fakta bahwa pengurus lama Yayasan (pengurus sebelum akta perubahan 

terakhir/Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. M.Kn. 

Notaris di Bantul) tidak pernah membuat laporan tahunan termasuk laporan 

keuangan, sehingga Dewan Pembina tidak dapat mengetahui, membahas maupun 

mengesahkan Laporan Keuangan dimaksud. 

 

2. Bahwa sesuai fakta, pengurus lama  Yayasan sampai dengan sekarang tidak 

bersedia melaksanakan serah terima kepada pengurus baru, karena pengurus 

lama tidak mengakui pengurus baru sesuai akta perubahan terakhir/Akta No. 10 

tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul, 

sehingga pengurus baru tidak dapat mengetahui aktivitas maupun kondisi harta 

kekayaan dan kondisi keuangan Yayasan yang menyebabkan tidak dapat 

menjalankan Yayasan sebagaimana tujuannya. 

 

2. Pendapatan/Sumbangan/Iuran Anggota 

 

Kondisi: 

 

Pada periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 Yayasan Setia Hati Terate 

melalui Bank BNI cabang Madiun dengan nomor rekening 0036938285 tercatat 

menerima dana sebesar Rp.7.641.579.818,- yang terdiri dari: 

 

Penerimaan periode 1 Mei s/d 31 Desember 2016 Rp. 4.619..865.000 
Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 Rp. 3.021.714.818 
Jumlah Rp. 7.641.579.818 

 

Kriteria: 

 

Pasal 52 Undang-undang Yayasan nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan: 

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman dikantor 

Yayasan.  
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(2) Ikhtisar Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian 

berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: 

a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/ atau pihak lain sebesar 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; 

atau  

b. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh 

miliar rupiah) atau lebih. 

 

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh 

Akuntan Publik. 

 

(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya 

kepada Menteri dan instansi terkait. 

 

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku.  

Sebab: 

Hal ini disebabkan pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate tidak menjalankan 

ketentuan Undang-undang Yayasan se r t a  k e t e n t u a n  yang berlaku pada Yayasan 

Setia Hati Terate yaitu tentang Tugas dan wewenang pengurus.  

 

Akibat: 

Yayasan Setia Hati Terate tidak mempunyai laporan penerimaan dana dari anggota 

yang diterima melalui Bank BNI cabang Madiun dengan nomor rekening 0036938285 

sehingga pelaksanaan tata kelola Yayasan Setia Hati Terate t i d a k  berjalan dengan 

optimal, tidak transparansi, dan tidak akuntabel. 

Rekomendasi: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate wajib meminta laporan pertanggung jawaban 

kepada pengurus lama karena Yayasan pada periode 1 Mei s/d 31 Desember 2016 

menerima dana sebesar Rp.4.619.865.000 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 

menerima dana Rp.3.021.714.818, sebagai mana diamanatkan dalam ketentuan Bab VII 

(Laporan Tahunan) pasal 52 ayat (2) butir a Undang-undang Yayasan.  

Tanggapan Manajemen: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate yang baru (pengurus sesuai dengan akta 

perubahan terakhir/Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. 

M.Kn. Notaris di Bantul) akan menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi  atas 

penerimaan sebesar Rp.7.641.579.818,- untuk periode 1 Mei 2016 sampai dengan      
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31 Desember 2017 melalui rekening Bank BNI cabang Madiun nomor rekening 

0036938285, karena : 

 

1. Penerimaan sebagaimana tersebut di atas oleh pengurus lama (pengurus sebelum 

akta perubahan terakhir/Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh notaris 

Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul) tidak pernah dilaporkan kepada Dewan 

Pembina. 

 

2. Pada akhir tahun 2016 maupun akhir tahun 2017, pengurus lama tidak melaksanakan 

kewajiban menyampaikan laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan keuangan 

untuk dibahas dan disahkan pada rapat Dewan Pembina. 

 

3. Sampai dengan saat ini  pengurus lama tidak menyerahterimakan kepengurusan 

berikut laporan keuangan kepada pengurus baru. (pengurus baru sesuai akta 

perubahan terakhir/Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, 

S.H. M.Kn. Notaris di Bantul). 

 

4. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, bahwa 

pengurus Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan tahunan termasuk 

di dalamnya laporan keuangan untuk dibahas dan disyahkan dalam rapat Dewan 

Pembina. Karena pengurus lama tidak melaksanakannya maka pengurus lama dapat 

dikategorikan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan maupun 

Anggaran Dasar Yayasan. 

 

3. Pengeluaran/Penggunaan Dana 

 

Kondisi: 

 

Pada periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 Yayasan Setia Hati Terate 

melalui Bank BNI cabang Madiun dengan nomor rekening 0036938285 tercatat 

mengeluarkan dana sebesar Rp.8.474.300.000,- yang terdiri dari: 

 

Pengeluaran periode 1 Mei s/d 31 Desember 2016 Rp. 2.020.000.000 
Pengeluaran periode 1 Januari  s/d 31 Desember 2017 Rp. 6.454.300.000 
Jumlah Rp. 8.474.300.000 

 

Kriteria: 

 

Tugas dan wewenang pengurus Yayasan antara lain : 

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk 

kepentingan Yayasan.  

 

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan tahunan Yayasan untuk 

disahkan Pembina. 
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(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh 

Pengawas. 

 

(4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

Sebab: 

Tidak terdapat dokumen apapun sebagai bukti pengeluaran/penggunaan dana Yayasan 

Setia Hati Terate melalui Bank BNI cabang Madiun dengan nomor rekening 0036938285 

periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan jumlah 

Rp.8.474.300.000,-. 

 

Akibat: 

Dapat menjadi masalah hukum di kemudian hari apabila pengurus Yayasan dalam 

menjalankan tugas dan wewenang tidak sesuai kepentingan Yayasan dan bertentangan 

dengan  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang 

nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan. 

 

Rekomendasi: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate yang baru meminta laporan pertanggung 

jawaban kepada pengurus lama tentang penggunaan dana yang dikeluarkan melalui 

Bank BNI cabang Madiun nomor rekening 0036938285. Apabila penggunaan dana 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka Manajemen Yayasan Setia Hati Terate 

dapat menindaklanjuti dan atau menyerahkan kepada audit investigasi. 

 

Tanggapan Manajemen: 

 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate yang baru akan menindak lanjuti hasil temuan 

dan rekomendasi atas pengeluaran sebesar Rp.8.474.300.000,- periode 1 Mei 2016 

sampai dengan 31 Desember 2017 melalui rekening Bank BNI cabang Madiun nomor 

rekening 0036938285, karena : 

 

1. Pengurus Yayasan lama (pengurus sebelum akta perubahan terakhir/Akta No. 10 

tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul) 

selama periode tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 telah 

mengeluarkan uang sebesar Rp.8.474.300.000,- 

 

2. Pengeluaran uang sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilaporkan kepada 

Dewan Pembina, sehingga Dewan Pembina tidak dapat mengetahui penggunaan 
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uang tersebut dan hingga saat pergantian pengurus (pergantian pengurus sesuai 

akta perubahan terakhir/Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh notaris 

Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul) tidak pernah dilaporkan penggunaannya oleh 

pengurus lama. 

 

 

4. Akta Pendirian Yayasan dan Lampirannya  

 

Kondisi: 

 

Pada akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate Nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014 oleh 

Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris di kabupaten Madiun, terdapat klausula pada pasal 5 

ayat (1) mengenai kekayaan Yayasan: 

Bahwa Yayasan mempunyai kekayaan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam 

neraca, dibawah tangan, tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei tahun 2014 yang 

ditandatangani oleh pengurus dengan jumlah Rp.29.200.688.725,- (duapuluh 

sembilan miliar duaratus juta enam ratus delapanpuluh delapan ribu tujuh ratus dua 

puluh lima rupiah).  Telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor AHU-07588.50.10.2014. (lihat lampiran 1). 

 

Kriteria: 

 

Pasal 5 Undang-undang Yayasan nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan pasal 51 Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu : 

 

Pasal 5 

(Undang-undang Yayasan nomor 28 tahun 2004  

perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2001) 

 

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh 

Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara 

langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, 

atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, 

Pengawas. 

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, 

atau honorarium, dalam hal: 

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan 

Pengawas; dan 

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 

 

(3) Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. 
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Pasal 51 

(Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) 

 

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka 

pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak 

yang dirugikan.  

 

Serta Pasal 34 akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate Nomor 87 tanggal 10 Oktober 

2014 oleh Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris di kabupaten Madiun menyebutkan bahwa : 

 

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 

(tigapuluh satu) Desember. 

 

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.  

 

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian 

Yayasan ini ditandatangani dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2014 

(duaribu empatbelas). 

 

Sebab: 

Pengurus lama Yayasan belum menyusun Laporan Keuangan Yayasan sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 34 akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate Nomor 87 

tanggal 10 Oktober 2014 oleh Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris di kabupaten Madiun. 

 

Akibat: 

Yayasan Setia Hati Terate tidak mempunyai laporan keuangan yang memuat  mengenai 

harta, kewajiban dan laporan aktivitas Yayasan, dan pelaksanaan tata kelola Yayasan 

Setia Hati Terate t i d a k  berjalan dengan optimal, tidak transparansi, dan tidak 

akuntabel. 

Tidak terdapat laporan pengelolaan dan perkembangan Aset Yayasan sebagaimana 

tercatat dalam Aset Yayasan Setia Hati Terate per 31 Mei 2014 berupa kas tunai 12 

karung uang logam; uang di beberapa rekening bank (BNI cabang Madiun dan BPR 

Jatim); inventaris berupa tanah, bangunan, dan perlengkapan padepokan; furniture; 

kendaraan; tanah sawah di jalan Merak Madiun; aset di Padepokan Pilangbango berupa 

tanah, bangunan serta perlengkapan; dan aset lainnya berupa bangunan dan 

perlengkapan Hotel Manise. 

Rekomendasi: 

Pengurus baru Yayasan Setia Hati Terate meminta Laporan Keuangan Yayasan 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate 

Nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014 oleh Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris di kabupaten 

Madiun (yang susunan pengurusnya terakhir telah diubah sesuai Akta No. 10 tanggal  
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18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul), kepada 

pengurus sebelumnya sebagai saldo awal untuk menyusun Laporan Keuangan periode 

berjalan. 

 

Menginventarisasi, melakukan penelusuran dan mengelola aset Yayasan sebagaimana 

Pasal 5 Undang-undang Yayasan nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar aset Yayasan tidak 

berpindah tangan kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan aset tersebut dapat 

digunakan untuk kemajuan serta mencapai maksud dan tujuan Yayasan. 

Tanggapan Manajemen: 

Manajemen Yayasan Setia Hati Terate akan menindaklanjuti hasil temuan dan 

rekomendasi tersebut dengan cara menginventarisasi aset Yayasan, agar aset Yayasan 

tidak berpindah tangan kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan aset tersebut 

dapat digunakan untuk kemajuan serta mencapai maksud dan tujuan Yayasan, karena : 

 

1. Pengurus lama Yayasan (pengurus sebelum akta perubahan terakhir/Akta No. 10 

tanggal 18 November 2017 oleh notaris Mardiah, S.H. M.Kn. Notaris di Bantul) tidak 

pernah membuat laporan keuangan 

 

2. Pembina tidak pernah menerima laporan keuangan sebagaimana butir 1 termasuk 

laporan akhir tahun 2016 maupun laporan akhir tahun 2017. 

 

3. Sesuai neraca dibawah tangan yang ditandatangani oleh pengurus lama, kekayaan 

Yayasan tersebut sebagian besar merupakan kekayaan non tunai. 

 

4. Kekayaan non tunai sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilaporkan kepada 

Dewan Pembina dan belum pernah dibuat/dimasukkan ke dalam laporan keuangan, 

bahkan sampai dengan saat ini kekayaan tersebut belum diserah terimakan oleh 

pengurus lama kepada pengurus baru, sehingga pengurus baru tidak dapat 

menjalankan Yayasan sesuai dengan tujuannya. 

 

 

5. Hal Lain  

 

Kondisi: 

 

Pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate sampai dengan saat ini tidak bersedia 

melakukan komunikasi untuk melakukan pembahasan Draft Laporan Arus Kas 

Pengelolaan Dana Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 sampai dengan              

31 Desember 2017. 
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Kriteria: 

 

Auditor melakukan komunikasi mengenai temuan dan Laporan Arus Kas Pengelolaan 

Dana Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 

dengan Pengurus Yayasan Setia Hati Terate baik pengurus lama maupun pengurus baru 

Yayasan. Namun demikian dari pengurus lama Yayasan tidak mendapat respon, 

sedangkan pengurus baru tidak dapat memberi penjelasan karena belum menerima 

serahterima dari pengurus lama.  

Sebab: 

Pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate tidak pernah meminta auditor untuk 

melakukan audit atas Laporan Arus Kas Pengelolaan Dana Yayasan Setia Hati Terate 

periode 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017. 

 

Akibat: 

 

Draft Laporan Arus Kas Pengelolaan Dana Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 

sampai dengan 31 Desember 2017 beserta management letter sampai dengan saat ini 

belum dibahas dengan pengurus lama Yayasan Setia Hati Terate. 

Rekomendasi: 

Pengurus baru Yayasan melaksanakan amanat pernyataan keputusan rapat Yayasan 

Setia Hati Terate sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 18 November 2017 oleh Notaris 

Mardiah, SH. Notaris di Bantul Yogyakarta, pada butir h yang  menyatakan :  

Dewan Pembina menugaskan kepada Pengurus Baru untuk segera melakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

• Koordinasi dengan pengurus lama dan melakukan serah terima. 

• Melaksanakan pemblokiran sementara /cut off rekening bank dalam rangka 

serah terima. 

• Melakukan audit aset sejak tahun 2014 berdasarkan akta notaris nomor 87 

tertanggal 10 Oktober 2014 dan keuangan yayasan sejak tahun 2016. 

• Melakukan koordinasi dengan aparat setempat berkaitan dengan penertiban 

pengelolaan aset Yayasan Setia Hati Terate. 

• Melakukan inventarisasi pengumpulan dan penguasaan aset Yayasan, baik yang 

sudah atas nama Yayasan maupun yang masih atas nama pribadi. 

• Mengelola aset-aset Yayasan Setia Hati Terate sesuai fungsinya. 

 

Tanggapan Manajemen: 

1. Belum atau tidak bersedianya Pengurus lama Yayasan untuk membahas draft 

Laporan Arus Kas Pengelolaan Dana Yayasan Setia Hati Terate periode 1 Mei 2016 

sampai dengan 31 Desember 2017 beserta management letter yang disampaikan 

membuktikan bahwa pengurus lama sengaja tidak kooperatif terhadap pengelolaan 

Yayasan yang tertib, transparan dan akuntabel. 

 





L A M P I R A N 



ASET YAYASAN SETIA HATI TERATE PER 31 MEI 2014




